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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P  E  N  E  T  A  P A N

Nomor  271/Pdt.G/2021/PA Sgm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Sungguminasa  yang  memeriksa,  memutus  dan

menyelesaikan perkara cerai  talak dalam  tingkat pertama telah menjatuhkan

putusan antara:

#namapenggugat, tempat tanggal  lahir,  Purbalingga, 21 Juni  1982 (usia 38

tahun), agama Islam, pendidikan Terakhir SD pekerjaan

Penjual Bakso, tempat kediaman di Kabupaten Gowa,

selanjutnya disebut  Pemohon;

M  E  L  A  W  A  N

#namatergugat, tempat tanggal lahir, Dawung Sragen, 14 April 1983(usia 37

tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak

ada,  tempat  kediaman  di Provinsi  Jawa  Tengah

selanjutnya disebut  sebagai  Termohon,  selanjutnya di

sebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah  membaca dan  mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon

DUDUK PERKARANYA

Membaca surat permohonan Pemohon tanggal 1 Maret 2021  ditujukan

kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  tertanggal  1  Maret  2021,

kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan

Nomor  271/Pdt.G/2021/PA Sgm.  tanggal  1  Maret  2021 yang  berisi   pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada

hari kamis tanggal 29 Januari  2004 Masehi bertepatan dengan tanggal 6
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Zulhijjah 1424 Hijriah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Jenar, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah

Nomor 55/55/I/2004, tanggal 29 Januari 2004

2. Bahwa  setelah  menikah,  Pemohon  dengan  Termohon hidup  rukun  dan

tinggal bersama di tempat kediaman orang tua Termohon di Sragen (Jawa

Tengah),  dan  terakhir  tinggal  bersama  dirumah  kontrakan  di  jalan  BBI

Bontomanai,  RT.  001,  RW.  001,  Kelurahan  Bontomanai,  Kecamatan

Bontomarannu,  Kabupaten Gowa.

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama #namaanak (usia 14 tahun),

dan anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon. 

4. Bahwa  pada  bulan  Januari  2020  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran

antara Pemohon dan Termohon yang menjadi awal mula tangga Pemohon

dengan Termohon menjadi tidak harmonis.

5. Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  Pemohon  dengan  Termohon

disebabkan:

5.1. Termohon diketahui menjalin hubungan mesra dengan laki-laki lain. 

5.2.  Termohon  tidak  menjalankan  kewajibannya  secara  penuh  terhadap

Pemohon dalam hal  ini  Termohon  tidak  mengurus  Pemohon seperti

menyediakan  makanan,  mencuci  pakaian,  dan  tidak  memperdulikan

anaknya,  serta  sering  kali  membantah  perkataan  dari  Pemohon

sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami.

6. Bahwa pada bulan Oktober 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon

sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai

sekarang, atau sudah berlangsung selama 4 (empat) bulan. 

7. Bahwa selama pisah tempat  tinggal,  Pemohon dengan  Termohon sudah

tidak pernah saling mendatangi  dan juga tidak  menjalin  komunikasi  satu

sama lain.

8. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat

hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

9. Bahwa  atas  kondisi  rumah tangga yang  demikian  itu,  Pemohon  merasa

sudah  tidak  sanggup  mempertahankan  keutuhan  rumah tangga dengan

Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah

tidak  sesuai  lagi  dengan  tujuan  perkawinan.  Oleh  karena  itu  Pemohon

bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.
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10.Bahwa  Pemohon  bersedia  membayar  seluruh  biaya  yang  timbul  dalam

perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara

ini berkenan memutuskan sebagai berikut: 

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Memberi izin kepada Pemohon (#namapenggugat) untuk menjatuhkan talak

satu raj’i terhadap Termohon (#namatergugat) di depan sidang Pengadilan

Agama Sungguminasa.

3. Membebankan biaya perkara menurut  ketentuan hukum dan perundang-

undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah  ditetapkan,

Pemohon  hadir  di  persidangan,  sedangkan Termohon  tidak  hadir  pada

persidangan  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wali/kuasa  hukumnya,  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

berdasarkan relaas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sragen yang dalam

berita acara relaas, Termohon tidak berada di tempat dan lurahnya tidak mau

tanda tangan dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tidak

mengetahui lagi alamat jelas Termohon;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan

alasan Pemohon akan mencari informasi mengenai alamat jelas Termohon; 

Bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas cerai  talak dari

Pemohon tersebut;

Bahwa  untuk  ringkasnya,  maka  ditunjuk  segala  hal  ihwal  dalam

persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu

kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini
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  PERTIMBANGAN  HUKUMNYA

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  surat  permohonan  Pemohon

adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang,  bahwa  prosedur  pengajuan  surat  permohonan  Pemohon

telah  sesuai  dengan  kompetensi  Pengadilan  yang  berwenang  berdasarkan

penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun

2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang

RI  Nomor  50  Tahun  2009,  begitu  pula  substansi  permohonannya  tidak

mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat

formil  permohonan,  sebagaimana  yang  diatur  oleh  peraturan  perundang-

undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum; 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Pemohon  beragama  Islam,  dan

meskipun  Termohon  berdomisili  bukan  dalam  wilayah  yurisdiksi  Pengadilan

Agama Sungguminasa, namun Termohon tidak mengajukan keberatan,   oleh

karenanya  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  berwenang  memeriksa  dan

menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi

dan patut berdasarkan relaas panggilan dan ketidakhadiran Termohon tersebut

tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka pemeriksaan

perkara ini  dilakukan tanpa hadirnya Termohon,  sesuai  ketentuan Pasal  149

Reglement Buiteegewesten (R.Bg.);

Menimbang,  bahwa  pada  saat  persidangan,  Majelis  Hakim  telah

berupaya menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dan damai dengan

Termohon,  serta  tidak  melanjutkan permohonan Pemohon,  akan tetapi  tidak

berhasil, oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun

1989  Tentang  Peradilan  Agama, telah  terpenuhi   dan  Pemohon  pun  tetap

mempertahankan permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Termohon tidak jelas sehingga

atas  penjelasan Majelis  Hakim,  Pemohon menyatakan akan mencari  alamat

jelas Termohon dan menyatakan mencabut perkaranya;
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Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya

yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan

Nomor  271/Pdt.G/2021/PA  Sgm.  dengan  alasan  Pemohon  akan  berusaha

mencari alamat jelas Termohon;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  proses  perkara  ini  belum memasuki

tahap jawab menjawab, maka berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan  Agama,  jo.  Pasal  271 Kitab Hukum Acara

Perdata (Burgerlijke Rechtsvordering- BRv) bahwa Pemohon dapat mencabut

perkaranya dengan biaya perkara (tetap dibayar) di Pengadilan, asalkan hal itu

dilakukan sebelum (Termohon menyampaikan) jawaban, (De eischer kan onder

betaling der kosten afstand doen van de instantie, mits zulks geschiede voor

het antwoord), dengan demikian telah sesuai hukum acara yang berlaku dalam

pencabutan  permohonan  cerai  talak oleh  Pemohon  sebelum  tahap  jawab-

menjawab,  dan  merupakan  hak  mutlak  Pemohon  untuk  mencabut

permohonannya,  walaupun  tanpa  persetujuan  dari  Termohon,  dan  oleh

karenanya permohonan pencabutan perkara dari Pemohon tersebut beralasan

menurut  hukum,  sehingga Majelis  Hakim  harus  menyatakan  mengabulkan

permohonan  pencabutan  perkara  Nomor  271/Pdt.  G/2021/PA  Sgm dari

Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang RI

Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama,  dan  guna  mengakhiri

penyelesaian administrasi perkara ini,  maka Majelis Hakim memandang perlu

untuk  memerintahkan  kepada  Panitera  Pengadilan  Agama  Sungguminasa

untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 7

Tahun 1989 Tentang Peradilan  Agama,  jo.  Pasal  272 ayat  (2)  Kitab Hukum

Acara Perdata (Burgerlijke Rechtsvordering- BRv), dan oleh karena  perkara ini

adalah perkara akibat perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat

(1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang

telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90,

91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Kedua  Atas  Undang-Undang  RI  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan
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Agama,  segala  biaya  yang  timbul  dalam  perkara  ini  dibebankan kepada

Pemohon yang jumlahnya dituangkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan  segala  ketentuan  hukum  syar’i  dan  peraturan

perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  Nomor

271/Pdt.G/2021/PA Sgm dari Pemohon;

2. Memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  untuk

mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demkian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin,  tanggal 15 Maret  2021 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 1 Sya’ban 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Kasang, M.H

sebagai  Ketua  Majelis,  Muhammad  Fitrah,  S.HI.,M.H  dan  Ruhana  Faried,

S.HI.,M.HI  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  penetapan  tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari  itu juga oleh Ketua

Majelis  tersebut  dengan  didampingi  oleh  Hakim  Anggota  dan  dibantu  oleh

Achmad Tasit,  SH. sebagai  Panitera Pengganti  serta  dihadiri  oleh Pemohon

tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I                                                Ketua Majelis

Muhammad  Fitrah, S.HI., M.H                                     Drs. Kasang, M.H
Hakim Anggota II
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Ruhana Faried, S.HI.,M.HI

                                        Panitera Pengganti

                                         Achmad Tasit, S.H

Perincian biaya :
1. Pendaftaran                                             Rp      30.000,00
2. Pemberkasan ATK Perkara                     Rp      50.000,00
3. Panggilan Pemohon                                Rp    130.000,00
4. Panggilan Termohon                             Rp    155.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pemohon           Rp       10.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan Termohon          Rp       10.000,00
5. Redaksi                                                    Rp       10.000,00 
6. Meterai                                                     Rp       10.000,00
                                                 Jumlah         Rp    405.000,00

      (empat ratus lima ribu rupiah)
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7


